BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 0F TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Sumbawa

Mengingat : 1.

XV L

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan dalam rangka
penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang
efektif dan efisien;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Besaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik



XHE

10.

11.

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 653);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 623) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 654);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 669);

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Besaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa {Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022
Nomor 2).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP  DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 dihapus 2 (dua) ayat yakni ayat (2), dan ayat (3),
sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
dan tanggung jawab meliputi:

a. mengusulkan pencairan bantuan penghasilan tetap Kepala Desa,
perangkat Desa kepada Bupati; dan

b. menindaklanjuti rekomendasi Aparatur Pengawas Fungsional dalam
pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
kepada Bupati.

(2) Dihapus
(3) Dihapus

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 26 Seprember 2022

ABUPATI SUMBAWA,

-

\L/MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal &6 Sefy ember 2027

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BABRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 0 #



